
BUPATI NATUNA 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
PERATURAN BUPATI NATUNA 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

NOMOR   14  TAHUN 2023 
TENTANG 

 
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NATUNA, 
 

 
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur 

dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 
merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan 
kewajiban bagi Pemerintah Daerah; 

b. bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas 
implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi 

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna 
diperlukan dalam evaluasi atas implementasi sistem 

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah; 
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4880); 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 80); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1569); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Natuna. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
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5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP 

adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah 
melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 
6. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, 

atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi 
atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. 
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya 

disingkat  SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, 

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

 
Pasal 2 

(1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan 
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada 

Perangkat Daerah. 
(2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: 

a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 
b. menilai tingkat implementasi SAKIP; 
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 

d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 
e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 

 
Pasal 3 

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

BAB II 
PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  

INSTANSI PEMERINTAH 
 

Pasal 4 
(1) Bupati melaksanakan Evaluasi AKIP. 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap 

Perangkat Daerah setiap tahun. 
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim 

Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan. 

(4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat  menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik. 

 

Pasal 5 
Pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah mengacu pada pedoman 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 
26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna 

Tahun 2016 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. 

 
 
 Ditetapkan di Ranai 

pada tanggal 4 April 2023 

 

BUPATI NATUNA 
 

ttd 
 

WAN SISWANDI 
Diundangkan di Ranai 
pada tanggal 4 April 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA. 

 
ttd 

 
BOY WIJANARKO VARIANTO 

 

 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN  2023 NOMOR 255XX

 


